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1. 	 Prinsip mempersukar teIjadinya perceraian yang dianut Undang - Undang 
perkawinan No. 1 tahun 1974 sejalan dengan prinsip yang dianut o1eh 
hukum islam, walaupun suaml mempunyai kewenangan untuk 
menceraiakan isterinya namun kewenangan itu bukanlah kewenangan 
yang boleh dipergunakan dengan sewenang - we nang. tetapi hanya boleh 
dipergunakan oleh suami sebagai jalan terakhir yang tidak dapat 
diselesaikan lagi bagi kebaikan rumah tangga mereka sehingga telah nyata 
benar bagi suami isteri bahwa bercerai lebih baik dari pada hams 
menemskan rumah tangga yang tidak patut dipertahankan. Apabila teIjadi 
perceraian maka hak dan kewajiban suami isteri itu putus dengan 
sendirinya. Namun selama masa iddah isteri masih berhak mendapatkan 
nafkah dari suaminya berbeda dengan seorang Pegawai Negeri Sipil. yakni 
apabila terjadi perceraian maka suami menafkahi isteri hingga si isteri 
akan kawin lagi, dan mendapat biaya penghidupan dari pembagian gaji 
suami. 
2. 	 Apabila terjadi perceralan, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak - anaknya. semata - mata demi 
kepentingan si anak. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi 
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korban, walaupun hubungan antara kedua orang tua putus bukan berarti 
hubungan dengan anak ikut terputus, namun kewajiban orang tua terns 
berlanjut apabila terlahir anak dari perkawinan mereka. Kewajiban untuk 
memelihara dan mendidik anak terns dilakukan sampai anak tersebut telah 
kawin atau telah dewasa. 
Saran 
1. 	 Ketentuan mengenal perceralan bagi Pegawai Negeri Sipil sebaiknya 
sesuai dengan hukum agamanya masing masing, karena dirasakan proses 
perceraian sangat menyulitkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil karena 
terlalu banyak sekali pengecualian apabila melakukan perceraian. 
2. 	 Kewajiban suarni sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut hukum islam dan 
PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 mengenai pemberian 
nafkah kepada bekas isteri terdapat perbedaan. Dalam PP No. 10 tahun 
1983 jo PP No. 45 tahun 1990 jelas memberatkan bagi pihak Pegawai 
Negeri Sipil dikarenakan pemberian nafkah tersebut terns dilakukan 
hingga si isteri melakukan perkawinan lagi, sebaiknya pemberian nafkah 
tersebut hendaknya sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh Pegawai 
Negeri Sipil agar tidak memberatkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, 
kemudian apabila tetjadi perceraian untuk biaya penghidupan terhadap 
anak dan nafkah untuk bekas isteri yang tidak dipenuhi oleh bekas suami 
diusahakan pihak isteri menggunakan haknya untuk menuntut. 
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